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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ebagai kawal depan Mahkamah Agung yang memegang kedaulatan tertinggi di
Sbidang hukum, peradilan tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Negeri
Palangka Raya  bertanggungjawab  melaksanakan  tugas dan  fungsinya
menyelenggarakan penegakan hukum (enforcement law) di peradilan tingkat pertama.
Capaian dari kewajiban tersebut harus dijabarkan dalam bentuk laporan akuntabilitas
secara tertulis tentang pertanggungjawaban kinerja secara periodik, yang didalamnya
tergambar proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan serta
kegagalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Tujuan pelaporan ini adalah agar
pimpinan lembaga peradilan tingkat pertama dapat melihat dan mengevaluasi sudah
sejauh mana organisasi yang dipimpinnya melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
upaya mewujudkan visi dan misi lembaga peradilan sebagaimana yang dituangkan

dalam Cetak Biru (Blueprint) Mahkamah Agung R.I. 2010 — 2035.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Palangka Raya
senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai
dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana
diamanahkan oleh pasal4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan
akuntabilitas, maka Pengadilan Negeri Palangka Raya perlu untuk menyampaikan

laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
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B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

engadilan Negeri Palangka Raya merupakan salah satu Badan Peradilan yang
Pberada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, terletak di Ibukota
Propinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya beralamat di Jalan Diponegoro
No. 21 Palangka Raya, Telp. (0536) 3221870, (0536) 3221940, Kode Pos 73111.

Pengadilan Negeri Palangka Raya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan

kehakiman, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus, dan mengadili

perkara.
2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a) Fungsi  Mengadili  [judicial power), yakni memeriksa dan mengadili
perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat
pertama.

b) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Kepala
Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, serta seluruh Pegawai
pada Pengadilan Negeri Palangka Raya.

c) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan
kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis
peradilan dan administrasi peradilan.

d) Fungsi Lainnya :

1. Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide :

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/11/199I)
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2. Pelayanan pelaksanaan registrasi kuasa insidentill yang akan beracara di
Pengadilan Negeri Palangka Raya.
C. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi
yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan

operasional untuk mencapai tujuan.

Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara
yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi diantara
bagian-bagian. Dalam Struktur Organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan
wewenang antara bagian-bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Berdasarkan
pengertian tentang Struktur Organisasi tersebut, maka pada dasarnya terdapat 5 (lima)
elemen penting dalam Struktur Organisasi yaitu:

1. Adanya spesialisasi kegiatan kerja .

2. Adanya standarisasi kegiatan kerja.

3. Adanya koordinasi kegiatan kerja

4. Adanya sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan.

5. Besaran seluruh organisasi.

Adapun Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam keadaan per

31 desember 2019 yaitu sebagai berikut:
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Berdasarkan PERAIA Nomor 7 Tahun 2015 T,

R PO TR R :
PASKATU HARDINATA, SH, MH. RETERANCAN

i - GARIS INSTRUKSI
"*'" :GARISKOORDINASI

ALFON, SH, MH.

| ETRIWIDIVATL SH MH.

| EYELYNE NAPITUPULU, SH, ME.

{AVANLOECKALAN P, SH, MM

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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Secara lengkap Profil Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

beserta jabatannya hingga 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

Nama . Paskatu Hardinata, SH., MH.
NIP : 196300414 199212 1 001
Jabatan ! Ketua

Nama . Mahfudin, SH., MH.

NIP : 19650531 198803 1 002
Jabatan : Wakil Ketua

Nama :  Alfon, SH., MH.

NIP : 19630301 199212 1 001
Jabatan :  Hakim

Nama . Zulkifli, SH., MH.

NIP ;19660809 199603 1 002
Jabatan : Hakim

Nama :  Etri Widayati, SH,.MH

NIP : 19650517 198502 2 001
Jabatan :  Hakim

Nama . Irfanul Hakim, SH., MH.
NIP ;19760209 200002 1 001
Jabatan : Hakim
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Nama :  Dian Kurniawati, SH., MH.
NIP : 19770724 200012 2 001
Jabatan :  Hakim
Nama . Evelyne Napitupu, SH,.MH
NIP : 19770814 200212 2 002
Jabatan :  Hakim
Nama :  Jimmy Rai le, SH.
NIP : 19770605 200212 1 004
Jabatan :  Hakim
Nama :  Maria Rina Sulistiawati, SH., M.Hum
19770408 200212 2 004
NIP : Hakim
Jabatan :
Nama :  Anuar Sakti Siregar, SH., MH.
NIP Do
Jabatan :  Hakim Adhoc Tipikor
Nama : Rajali, SH., MH.
NIP -
Jabatan : Hakim Adhoc Tipikor
Nama . Dedi Riswandi, SH., MH.
NIP -
Jabatan :  Hakim Adhoc Tipikor
Nama :Aliasman Purba, SE., MH.
NIP -
Jabatan : Hakim Adhoc PHI
Nama . Avan Loeckman Pranawa, SH., MM.
NIP 5 =
Jabatan :  Hakim Adhoc PHI

[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA] Page 6



LKjIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

TAHUN 2019
Nama :  Lela Yulianty, SH,.MH
NIP -
Jabatan : Hakim Adhoc PHI
Nama :  Muhammad Suhri Burhan, SH., MH.,
NIP :  Hakim Adhoc PHI
Jabatan :
Nama : Drs. Nur Insan
NIP : Hakim Adhoc PHI
Jabatan :
Nama . Harif Jauhari, SH., MH.
NIP : 19690601 199403 1 004
Jabatan :  Panitera
Nama : Hj. Sri Widarti, S,Sos,.SH
NIP : 19670305 199003 2 001
Jabatan . Sekretaris
Nama . Ruspeliati, SH
NIP ;19690401 199103 2 002
Jabatan :  Panitera Muda Hukum
Nama : Bambang Sukino, SH.
NIP : 19721029 199403 1 004
Jabatan . Panitera Muda Perdata
Nama :  Tiomina Simanjuntak, SH.
NIP : 19710220 199203 2 003
Jabatan :  Panitera Muda Pidana
Nama . Resie, SH
NIP : 19600504 198603 2 006
Jabatan :  Panitera Muda Khusus PHI
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Nama . Rabiatul Adawiyah
NIP : 19710518 199203 2 003
Jabatan ! Panitera Muda Khusus Tipikor
Nama . Russianna, SH
NIP : 19690516 199203 2 002
Jabatan *  Kasub.Bag.Kepegawaian Organosasai dan
Tatalaksana
Nama :  Marliyani, SE
NIP : 19850721 200904 2 003
Jabatan ! Kasub.Bag.Perencanaan Tl dan Pelaporan
Nama . Indah Yuli Pryatni, SH
NIP : 19600701 199303 2 002
Jabatan *  Panitera Pengganti
Nama :  Samlawy
NIP : 19630111 198603 1 002
Jabatan :  Panitera Pengganti
Nama . Jayadi
NIP : 19620905 198503 1 007
Jabatan ' Panitera Pengganti
Nama :  Hj.Masriah, SH
NIP : 19600908 198603 2 002
Jabatan :  Panitera Pengganti
Nama . Linda, SH
NIP ;19690520 198903 2 001
Jabatan :  Panitera Pengganti
Nama : | Gusti Bagus Sandhi, SH
NIP : 19840607 200805 1 001
Jabatan :  Panitera Pengganti
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Nama :  Teguh Budiono, SH
NIP : 19820809 200805 1 001
Jabatan :  Panitera Pengganti
Nama :  Bobby Ertanto, SH
NIP : 19870425 200604 1 002
Jabatan :  Panitera Pengganti
Nama . Efraim, SH
NIP : 19750423 200604 1 001
Jabatan ' Panitera Pengganti
Nama . Rahmawati Fitri, SH.
NIP : 19840724 200904 2 011
Jabatan . Panitera Pengganti
Nama . Sari Ramadhaniati, SH.
NIP : 19840614 200904 2 011
Jabatan : Panitera Pengganti
Nama . Taty, SH
NIP : 19850216 200604 2 001
Jabatan :  Panitera Pengganti
Nama : Jumiati, SH
NIP : 19870925 200604 2 002
Jabatan ' Panitera Pengganti
Nama : lka Melinda Meliala, SH.
NIP : 198710202011012 014
Jabatan : Panitera Pengganti
Nama . Lianova, SH
NIP : 19750302 200912 2 002
Jabatan ' Panitera Pengganti
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Nama :  Maryani, SH

NIP : 19750307 199404 2 002
Jabatan * Jurusita

Nama : Wajidin

NIP : 19690525 199303 1 005
Jabatan * Jurusita

Nama . lda Purwanti, SH

NIP : 19830710 200212 2 001
Jabatan : Jurusita

Nama : lka Murtianinsih, SH

NIP : 19800410 200604 2 003
Jabatan : Jurusita Pengganti

Nama : Salundik

NIP : 19710705 201408 1 002
Jabatan :  Pengadministrasi Perkara
Nama : Nova lraini, SE, M.Si

NIP : 19841102 200904 2 008
Jabatan :

Pengadministrasi Umum

Nama :  Ainun Zaryah, SE
NIP : 19871216 200904 2 005
Jabatan :

Pengadministrasi Umum

Nama . Siti Nor Asiah, SH., MH.
NIP : 19740114 200604 2 002
Jabatan ¢ Pengadministrasi Umum
Nama :  Abdul Kahar Mashuri

NIP : 19721110 199303 1 002
Jabatan :

Pengadministrasi Umum
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Nama . Laili Rahmah, A.Md
NIP : 19801224 200912 2 005
Jabatan *  Pengadministrasi Umum
Nama . Laila Hayati, A,.Md 19841017
NTP 200912 2 001 Pengadministrasi Umum
Jabatan :

Tabel 2

Profil Tenaga Honorer

Pramubakti diperbantukan di Kepaniteraan
Perdata

Christy J. Saragih

Elsa Situmorang Pramubakti Diperbantukan di Kepaniteraan
Pidana

Pramubakti diperbantukan di Kepaniteraan
Pidana

Satpam diperbantukan di Kepaniteraan
Pidana

Firdana Priyo Handoko Satpam diperbantukan di Meja Informasi

-
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Rizki Kurniawan Pramubakti diperbantukan di Kepaniteraan
Perdata

Pramubakti diperbantukan di Pengadilan

Tipikor/PHI
Jejen Jaini Satpam diperbantukan di Kepaniteraan
Hukum
Timotius Agni Angga Kusuma Satpam diperbantukan di Kepaniteraan
Tipikor

Satpam diperbantukan di Sub Bagian
Umum dan Keuangan

Kaspul Satpam diperbantukan di Pengadilan
Tipikor/PHI
Patris Ramli Satpam diperbantukan di Kepaniteraan

Pidana
"A&’
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Gustaf Denovan Satpam diperbantukan di Sub Bagian PTIP
& Pojok E-Court

Yohanes Irwanda Sibarani Satpam diperbantukan di Sub Bag. Kepeg.,
Organisasi dan Tata Laksana

Dandy Kurniawan Pramubakti diperbantukan di Pengadilan
Tipikor/PHI
Anggryanto Sulistyo Sopir

Dengan demikian keadaan personil SDM pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dimana
tenaga teknis/Non Teknis sebanyak 53 orang dan ditambah dengan honorer sebanyak 16

orang sehingga jumlah keseluruhan adalah 69 orang.

D. Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Palangka Raya

masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk

meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa

permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Negeri Palangka Raya:

1. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan kepada pegawai Pengadilan Negeri
Palangka Raya, baik Teknis maupun Non Teknis agar dalam menjalankan tugas dan
fungsinya dapat berjalan dengan lancar dan mampu memberikan pelayanan yang

terbaik kepada masyarakat.
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2. Perlu adanya penambahan personil pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, baik itu
Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, maupun staf mengingat Sumber Daya Manusia
yang dimiliki saat ini masih terbatas.

3. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Palangka Raya pada saat ini
dirasa belum memadai. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki belum
mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada. Padahal dengan sarana dan
Prasarana yang memadai dipercaya mampu meningkatkan kinerja aparat serta
mampu meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.

4. Belum adanya alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan, yang bertujan
untuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan
kepada msyarakat pencari keadilan. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini
lembaga peradilan memiliki masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau

acuan dalam membenahi diri.

E. Sistematika Penyajian

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengadilan selama satu tahun, penyusunan
LKjIP perlu dibuat secara sistematis agar mudah dipahami dan dimengerti. Sesuai
dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai
berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi
organisasi.
BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Dalam bab ini di uraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
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B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah

dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

Lain-lain yang dianggap perlu (Penghargaan yang diterima oleh satker)
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BABII
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (2015-2019)

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Palangka Raya
untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, serta program dan kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2015-2019 yang mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2015-2019.
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan komitmen bersama
dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram
secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan
terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai
efektivas dan efesiensi.

1. Visi dan Misi

VISI adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk

mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Palangka Raya.

Visi Pengadilan  Negeri Palangka Raya mengacu pada Visi Mahkamah Agung

Republik Indonesia yaitu sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri/ Tipikor/ Hubungan Industrial
Palangka Raya Kelas | A Yang Agung".
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Sedangkan MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat terlaksana dan

terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan
M I S I Negeri ~ / Tipikor / Hubungan
Industrial Palangka Raya.
2. Memberikan pelayanan hukum yang
berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas
Kepemimpinan di Pengadilan Negeri
/ Tipikor / Hubungan Industrial
Negeri Palangka Raya.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan
Transparansi di Pengadilan Negeri /
Tipikor ~/  Hubungan Industrial

Palangka Raya.
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2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun.
Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun Tujuan yang
hendak dicapai pada sasaran strategis adalah sebagai berikut :
1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan.
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan.
3. Meningkatkan kepastian hukum.
Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan.
Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Palangka Raya, adalah sebagai
berikut :
a) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
b) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
c) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

d) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Peradilan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu
kegiatan. Sedangkan kegiatan pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur

pada suatu program.

Ada 3 (tiga) Program Utama dan Kegiatan Pokok Pengadilan Negeri Palangka Raya yang

mengacu pada Mahkamah Agung Rl yaitu sebagai berikut :
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1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia
yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Pada tahun 2019
kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah Pembinaan Administrasi
dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrais yang terdiri dari:
a. Layanan Dukungan Manajemen Satker;
- Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
b. Layanan Perkantoran;
- Gaji dan Tunjangan
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Pada
tahun 2019 kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Palangka Raya
dalam pelaksanaan Program ini yaitu Pengadaaan Sarana dan Prasarana di
Lingkungan Mahkamah Agung yang terdiri dari Pengadaan Perangkat Pengolah Data
dan Komunikasi;
- Laptop untuk Hakim
- Pengadaan Laptop Hakim (BA.BUN)
3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam pelaksanaan program ini
adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum:

- Layanan Pos Bantuan Hukum;
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2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang
tepat waktu;
- Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah kalimantan
Tengah;
- Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah
kalimantan Tengah;
- Perkara PHI yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah kalimantan

Tengah;

B. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja

berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam menetapkan target kinerja tahun 2019, tidak
terlepas dari core bussines yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara,
sehingga apa saja yang dilaksanakan haruslah didukung oleh jumlah anggaran yang
mencukupi dan berimbang. Perencanaan ini berupaya mewujudkan target dan

sasaran strategis melalui indikator kinerja sebagaimana berikut :

[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA] Page 20



LKjIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

TAHUN 2019
Tabel 3
RENCANA KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Proses Peradilan | Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100
yang Pasti, Transparan, dan | Diselesaikan
Akuntabel
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100
Diselesaikan
3. Persentase  Perkara Perdata vyang 100
Diselesaikan Tepat Waktu
4, Persentase  perkara pidana yang 100
diselesaikan tepat waktu
5. Persentase Perkara yang Tidak 70
Mengajukan Upaya Hukum Banding
6. Persentase Perkara Yang Tidak 70
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
7. Persentase perkara yang Tidak 70
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali
8. Persentase Perkara Pidana Anak yang 10
Diselesaikan dengan Diversi
9. Index Kepuasan Pencari Keadilan 80
10. | Peningkatan Efektivitas | Persentase Salinan Putusan Perkara 80
Pengelolaan Penyelesaian | Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Perkara tepat waktu
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11. Persentase Salinan Putusan Perkara 80

Pidana yang dikirim kepada Para Pihak

Tepat Waktu

12. Persentase Perkara yang Diselesaikan 10
Melalui Mediasi

13. Persentase  Berkas  Perkara  yang 90

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat
Waktu

14. Persentase  Putusan Perkara yang 80
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam

Woaktu 1 Hari Setelah Putus

15. | Meningkatnya Akses Peradilan | Persentase  Perkara  Prodeo yang 100
bagi Masyarakat Miskin dan | Diselesaikan

Terpinggirkan

16. Persentase Perkara yang Diselesaikan di 0

Luar Gedung Pengadilan

17. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertentu vyang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

18. | Meningkatnya Kepatuhan | Persentase Putusan Perkara Perdata 80

terhadap Putusan Pengadilan yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
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C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen

bersama untuk

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tabel 4

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnya Proses Peradilan | Persentase Sisa Perkara Perdata yang 100
yang Pasti, Transparan, dan | Diselesaikan
Akuntabel
2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang 100
Diselesaikan
3. Persentase  Perkara Perdata yang 100
Diselesaikan Tepat Waktu
4, Persentase  perkara pidana yang 100
diselesaikan tepat waktu
5. Persentase Perkara yang Tidak 70
Mengajukan Upaya Hukum Banding
6. Persentase Perkara Yang Tidak 70
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
7. Persentase perkara yang Tidak 70
Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali
8. Persentase Perkara Pidana Anak yang 10
Diselesaikan dengan Diversi
9. Index Kepuasan Pencari Keadilan 80
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10. | Peningkatan Efektivitas | Persentase Salinan Putusan Perkara 80
Pengelolaan Penyelesaian | Perdata yang dikirim kepada Para Pihak
Perkara tepat waktu
11. Persentase Salinan Putusan Perkara 80

Pidana yang dikirim kepada Para Pihak

Tepat Waktu

12. Persentase Perkara yang Diselesaikan 10
Melalui Mediasi

13. Persentase  Berkas  Perkara  yang 90

Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK
yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat
Waktu

14. Persentase  Putusan Perkara yang 80
Menarik Perhatian Masyarakat yang
Dapat Diakses Secara Online dalam

Woaktu 1 Hari Setelah Putus

15. | Meningkatnya Akses Peradilan | Persentase @ Perkara Prodeo yang 100
bagi Masyarakat Miskin dan | Diselesaikan

Terpinggirkan

16. Persentase Perkara yang Diselesaikan di 0

Luar Gedung Pengadilan

17. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertentu vyang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum)

18. | Meningkatnya Kepatuhan | Persentase Putusan Perkara Perdata 80

terhadap Putusan Pengadilan yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
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D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan organisasi dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut :
Tabel 5

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

PENANGGUNG

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN JAWAB SUMBER DATA
1. Terwujudnya Proses Persentase Sisa Perkara Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan Panitera Laporan Bulanan
Peradilan yang Pasti, Perdata yang Diselesaikan 100%
Transparan, dan Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan dan
Akuntabel
Laporan Tahunan
Catatan :

e Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun
sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang
harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara
perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014
tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
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2. Persentase Sisa Perkara Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan Panitera Laporan Bulanan
Pidana yang Diselesaikan 100%
Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan dan
Laporan Tahunan
Catatan:

e Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun
sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang
harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa
perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun
2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

3. Persentase Perkara Perdata Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Panitera Laporan Bulanan
yang Diselesaikan Tepat 100%
Waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan dan

Laporan Tahunan
Catatan:

e Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan.
Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada
bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang
penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4
(empat) lingkungan peradilan.
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4, Persentase perkara pidana Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Panitera Laporan Bulanan
yang diselesaikan tepat 100%
waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan dan
Catatan: Laporan Tahunan
e Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan.
output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan
berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang
penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4
(empat) lingkungan peradilan.
5. Persentase Perkara yang Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Panitera Laporan Bulanan
Tidak Mengajukan Upaya Banding 1009
Hukum Banding dan
Jumlah Perkara Diputus
Laporan Tahunan
Catatan:
e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus
dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data
pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.
6. Persentase Perkara Yang Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi Panitera Laporan Bulanan

Tidak Mengajukan Upaya

1007

Hukum Kasasi

Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan

dan

Laporan Tahunan
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7. Persentase perkara yang Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Panitera Laporan Bulanan
Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 1009

Hukum Peninjauan Kembali dan

Jumlah Perkara yang Telah Diputus
Laporan Tahunan

Catatan:

e Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara
yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data
pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.

8. Persentase Perkara Pidana Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi Panitera Laporan Bulanan
Anak yang Diselesaikan 100%
dengan Diversi Jumlah Perkara Pidana Anak dan

Laporan Tahunan

9. Index Kepuasan Pencari Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Panitera Laporan Bulanan

Keadilan Peradilan 100%
dan

Jumlah Responden Pencari Keadilan
Laporan Tahunan

Catatan:

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik
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10. | Peningkatan Persentase Salinan Putusan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Panitera Laporan Bulanan
Efektivitas Pengelolaan | Perkara Perdata yang Pihak tepat waktu 100%
0
Penyelesaian Perkara dikirim kepada Para Pihak dan
tepat waktu Jumlah Perkara Perdata yang Diputus
Laporan Tahunan
Catatan:
. Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran
Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang
Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
11. Persentase Salinan Putusan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Panitera Laporan Bulanan
Perkara Pidana yang dikirim Pihak Tepat waktu
100% d
kepada Para Pihak Tepat an
Waktu Jumlah Perkara Pidana yang Diputus
Laporan Tahunan
Catatan:
Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran
Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang
Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana
diberikan langsung kepada para Pihak
12. Persentase Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Panitera Laporan Bulanan
Diselesaikan Melalui 100%
Mediasi Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi dan
Laporan Tahunan
13. Persentase Berkas Perkara Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Panitera Laporan Bulanan
yang Dimohonkan Banding, yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100%
0

Kasasi, dan PK yang

Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu

Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK

dan

Laporan Tahunan
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14. Persentase Putusan Perkara Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Panitera Laporan Bulanan
yang Menarik Perhatian dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100%
0
Masyarakat yang Dapat dan
Diakses Secara Online Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat
dalam Waktu 1 Hari Setelah Laporan Tahunan
Putus
15. | Meningkatnya Akses Persentase Perkara Prodeo Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Panitera Laporan Bulanan
Peradilan bagi yang Diselesaikan 100%
Masyarakat Miskin dan Jumlah Perkara Prodeo dan
Terpinggirkan
Laporan Tahunan
16. Persentase Perkara yang Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Panitera Laporan Bulanan
Diselesaikan di Luar 100%
Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan dan
Laporan Tahunan
17. Persentase Pencari Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Panitera Laporan Bulanan
Keadilan Golongan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%
(J

Tertentu yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

dan

Laporan Tahunan
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18. | Meningkatnya
Kepatuhan terhadap
Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindak

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

lanjuti (Dieksekusi)

0,
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan 100%

untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Catatan:

. adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input
adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada
bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi
pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang
ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan

Panitera

Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan
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A.l.

BABIII

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2019 dihitung dengan cara
membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat

apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Capaian = Realisasi x 100%
Target

Rincian tingkat capaian kinerja ~masing-masing indikator tersebut dapat

diimplementasikan pada tabel berikut:

Perbandingan antara Target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya di tahun
2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja
yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah
ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun
demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini.
Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam

tabel dibawah ini :

[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA] Page 32



LKjIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

TAHUN 2019
Tabel 6
Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019
No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
1.| Terwujudnya Persentase Sisa Perkara 100 100 100
Proses  Peradilan | Perdata yang Diselesaikan
yang Pasti,
Transparan, dan
Akuntabel
2. Persentase Sisa Perkara 100 100 100
Pidana yang Diselesaikan
3. Persentase Perkara Perdata 100 100 100
yang Diselesaikan Tepat
Waktu
4, Persentase perkara pidana 100 100 100
yang diselesaikan tepat
waktu
5. Persentase Perkara vyang 70 99.09 141.55
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding
6. Persentase Perkara Yang 70 99.15 141.64
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
7. Persentase perkara vyang 70 99.94 142.77
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali
8. Persentase Perkara Pidana 10 63.63 636.3
Anak vyang Diselesaikan
dengan Diversi
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9. Index Kepuasan Pencari 80 85.15 106.43
Keadilan
10. | Peningkatan Persentase Salinan Putusan 80 100 125
Efektivitas Perkara Perdata  yang
Pengelolaan dikirim kepada Para Pihak
Penyelesaian tepat waktu
Perkara
11. Persentase Salinan Putusan 80 100 125
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat
Waktu
12. Persentase Perkara vyang 10 4.2 42
Diselesaikan Melalui
Mediasi
13. Persentase Berkas Perkara 90 100 111
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK vyang
Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu
14. Persentase Putusan Perkara 80 100 125
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat
Diakses  Secara  Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus
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15. | Meningkatnya Persentase Perkara Prodeo 100 0 0
Akses Peradilan | yang Diselesaikan
bagi  Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan
16. Persentase Perkara vyang 0 0 0
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan
17. Persentase Pencari Keadilan 100 100 100
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
18. | Meningkatnya Persentase Putusan Perkara 80 100 125

Kepatuhan
terhadap Putusan

Pengadilan

Perdata yang  Ditindak

lanjuti (Dieksekusi)

Capaian hasil pengukuran kinerja diatas didapat dengan membandingkan realisasi

pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam

perjanjian kinerja tahun 2019. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan

Bulanan, Laporan Tahunan, dan data-data masing-masing kepaniteraan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya masing-masing. Capaian hasil kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut :

Akuntabel

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel terdiri

atas 9 (sembilan) Indikator Kinerja yaitu :
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Penyelesaian sisa perkara perdata yang di selesaikan;
Penyelesaian sisa perkara pidana yang di selesaikan;
Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu;
Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu;

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK;

Penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;

w 0 N o v B~ W NP

Index Kepuasan Pencari Keadilan.

Adapun pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2019 pada
sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 7
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian

1.| Terwujudnya Persentase Sisa Perkara 100 100 100
Proses Peradilan | Perdata yang Diselesaikan
yang Pasti,

Transparan, dan

Akuntabel
2. Persentase Sisa Perkara 100 100 100
Pidana yang Diselesaikan
3. Persentase Perkara Perdata 100 100 100
yang Diselesaikan Tepat
Waktu
4. Persentase perkara pidana 100 100 100

yang diselesaikan tepat

waktu
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5. Persentase Perkara vyang 70 99.09 141.55
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

6. Persentase Perkara Yang 70 99.15 141.64
Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Kasasi

7. Persentase perkara vyang 70 99.94 142.77
Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Peninjauan Kembali

8. Persentase Perkara Pidana 10 63.63 636.3
Anak vyang Diselesaikan

dengan Diversi

9. Index Kepuasan Pencari 80 85.15 106.43

Keadilan

Sebelum menganalis masing-masing capaian indikator kinerja sasaran tersebut, berikut
adalah keadaan perkara Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tahun 2016 hingga tahun

2019:
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Tabel 8

Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Palangka Raya

TAHUN PERKARA SISA MASUK PUTUS SISA AKHIR
AWAL
2016 Pidana 47 714 691 70
Perdata 47 187 189 45
Tipikor 5 62 58 9
PHI 4 11 12 3
Pidana 70 569 586 53
2017 Perdata 45 200 190 55
Tipikor 9 64 63 10
PHI 3 15 14 4
2018 Pidana 53 597 580 70
Perdata 55 216 218 53
Tipikor 10 44 44 10
PHI 4 13 14 3
2019 Pidana Biasa 70 513 517 66
Pidana Singkat - 3 3 -
Pidana Cepat - 58 58 -
Pidana Anak - 11 11 -
Pidana Pra 1 5 6 -
Peradilan
Perkara Lalu - 5790 5790 -
Lintas
Perdata 52 214 213 53
Gugatan
Perdata 1 100 99 2
Permohonan
Perdata 6 16 21 1
Gugatan
Sederhana
PHI 3 16 16 3
Perlawanan/ 1 4 2 3
Bantahan
TIPIKOR 10 33 34 9
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Tabel 9
Penyelesaian sisa perkara
Jenis Perkara Sisa 2018 Sisa perkara 2018 Sisa perkara 2018

yang diputus yang belum diputus
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Sasaran 1

Indikator kinerja ke-1: Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah
sebagai berikut:

Jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan x 100%
Jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan.

Catatan:

Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya.
input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada
tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun
berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Tabel 10

Penyelesaian sisa perkara perdata

Jenis Perkara Sisa 2018 Sisa perkara 2018 Sisa perkara 2018

yang diputus yang belum diputus
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Analisis sebagai berikut:

Sisa perkara perdata pada tahun 2018 adalah sebanyak 60 perkara dan pada tahun 2019
seluruh sisa perkara tersebut telah diselesaikan. Dengan demikian realisasi indikator kinerja
yang ditargetkan sebesar 100% dapat tercapai 100% pula.

Berdasarkan tabel diatas, maka persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan pada
tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Persentase Sisa perkara perdata yang diselesaikan
Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

Indikator Kinerja Target | Realisasi Capaian
2019 2018 2017 2016

Persentase sisa perkara gieer7s 100% 100% 100% 100% 100%

perdata yang diselesaikan

Sasaran 1
Indikator kinerja ke-2: Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan adalah
sebagai berikut:

Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan x 100%

Jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan.

Catatan:

Sisa perkara Pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya.
input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada
tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada tahun
berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
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Tabel 12
Penyelesaian sisa perkara pidana
Sisa 2018 Sisa perkara 2018 Sisa perkara 2018

yang diputus yang belum diputus

Analisis sebagai berikut:

Sisa perkara pidana pada tahun 2018 adalah sebanyak 71 perkara dan pada tahun 2019
seluruh sisa perkara tersebut telah diselesaikan. Dengan demikian realisasi indikator kinerja
yang ditargetkan sebesar 100% dapat tercapai 100% pula.

Berdasarkan tabel diatas, maka persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019

adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Persentase Sisa perkara pidana yang diselesaikan
Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

Capaian

2019

2018 2017 2016

Indikator Kinerja

Persentase sisa perkara guie[e}7s 100% 100% 100% 100% 100%

pidana yang diselesaikan

Catatan: Pengadilan Negeri Palangka Raya selain menangani perkara pidana dan perdata
juga menangani perkara tipikor dan PHI. Oleh sebab itu dalam LKjIP ini, Pengadilan Negeri

Palangka Raya akan menjabarkan persentase sisa perkara tipikor dan PHI yang diselesaikan.
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Tambahan : 1. Persentase sisa perkara Tipikor yang diselesaikan.
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara tipikor yang diselesaikan

adalah sebagai berikut:

Jumlah sisa perkara tipikor yang diselesaikan x 100%
Jumlah sisa perkara tipikor yang harus diselesaikan

Catatan:

Sisa perkara Tipikor adalah perkara Tipikor yang belum selesai pada tahun sebelumnya.
input adalah jumlah sisa perkara Tipikor tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada
tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara Tipikor yang diselesaikan pada tahun
berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan

Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Tabel 14

Penyelesaian sisa perkara Tipikor

Jenis Perkara Sisa 2018 Sisa perkara 2018 Sisa perkara 2018

yang diputus yang belum diputus

10

Analisis sebagai berikut:

Sisa perkara Tipikor pada tahun 2018 adalah sebanyak 10 perkara dan pada tahun
2019 seluruh sisa perkara tersebut telah diselesaikan. Dengan demikian realisasi indikator
kinerja yang ditargetkan sebesar 100% dapat tercapai 100% pula.

Berdasarkan tabel diatas, maka persentase sisa perkara Tipikor yang diselesaikan

pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
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Tabel 15
Persentase Sisa perkara Tipikor yang diselesaikan

Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

Capaian

2019 2018 2017 2016

Indikator Kinerja

Persentase sisa perkara JEE0F/S 100% 100% 100% 100% 100%

Tipikor yang diselesaikan

Tambahan :

2. Persentase sisa perkara PHI yang diselesaikan.
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara PHI yang diselesaikan adalah
sebagai berikut:

Jumlah sisa perkara PHI yang diselesaikan x 100%
Jumlah sisa perkara PHI yang harus diselesaikan.

Catatan:

Sisa perkara PHI adalah perkara PHI yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input
adalah jumlah sisa perkara PHI tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun
berjalan. output adalah jumlah sisa perkara PHI yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE
KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama

dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.

Penyelesaian sisa perkara PHI

Jenis Perkara Sisa 2018 Sisa perkara 2018 Sisa perkara 2018

yang diputus yang belum diputus
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Analisis sebagai berikut:

Sisa perkara PHI pada tahun 2018 adalah sebanyak 3 perkara dan pada tahun 2019
seluruh sisa perkara tersebut telah diselesaikan. Dengan demikian realisasi indikator kinerja
yang ditargetkan sebesar 100% dapat tercapai 100% pula.

Berdasarkan tabel diatas, maka persentase sisa perkara PHI yang diselesaikan pada

tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Persentase Sisa perkara PHI yang diselesaikan
Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

Capaian

2019 2018 2017 2016

Indikator Kinerja

Persentase sisa perkara JEI0F/S 100% 100% 100% 100% 100%

PHI yang diselesaikan

Sasaran 1

Indikator kinerja ke-3 : Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat

waktu adalah sebagai berikut:

Jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu x 100%
Jumlah perkara perdata yang diselesaikan J

Catatan:

Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output
adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di

pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
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517

58

11

5790

213

99

21

16

34

6.770

TAHUN 2019

Perkara Pidana, Perdata, Tipikor dan PHI yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019

517

58

5790

213

99

21

34

6.770
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Tabel 18

Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019

Perkara Jumlah perkara perdata yang Perkara yang diputus tepat
diselesaikan waktu

Perdata

= @

Perdata 99 99
Permohonan
Perdata

Gugatan
Sederhana

Perlawanan/
Bantahan

Analisis sebagai berikut:

Pada tabel diatas menunjukan perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2019
adalah sebanyak 335 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diputus tepat waktu adalah
sebanyak 335 perkara. Dengan demikian realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu
pada tahun 2019 adalah sebesar 100%, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar
100%. Dengan kata lain pencapaiannya sudah sesuai target yang ditentukan.

Berdasarkan tabel diatas, maka persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat

waktu pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

2019 2018 2017 2016

100% 100% 100% 86.29% 87.48% 88.20%
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Sasaran 1

Indikator kinerja ke-4 : Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat

waktu adalah sebagai berikut:

Jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu x 100%
Jumlah perkara pidana yang diselesaikan

Catatan:

Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah
jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan

tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Tabel 20
Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019
Perkara Jumlah perkara Pidana yang Perkara yang diputus tepat

diselesaikan waktu
Pidana Biasa 517 517
Pidana Singkat 3 3
Pidana Cepat 58 58
Pidana Anak 11 11
Pidana Pra 6 6
Peradilan
Perkara Lalu 5790 5790

Lintas
6.385 6.385

[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA] Page 48



' ‘ LKjIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA

. TAHUN 2019
_— @

Analisis sebagai berikut:

Pada tabel diatas menunjukan perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2019
adalah sebanyak 6.385 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diputus tepat waktu adalah
sebanyak 6.385 perkara. Dengan demikian realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu
pada tahun 2019 adalah sebesar 100%, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar
100%. Dengan kata lain pencapaiannya sudah sesuai target yang ditentukan.

Berdasarkan tabel diatas, maka persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat

waktu pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja Target  Realisasi Capaian

2019 2018 2017 2016
Persentase perkara pidana 100% 100% 100% 86.29% 87.48% 88.20%
yang diselesaikan tepat

waktu

Tambahan :

1. Persentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tepat
waktu adalah sebagai berikut:

Jumlah perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu x 100%
Jumlah perkara Tipikor yang diselesaikan

Catatan:

Input adalah jumlah perkara Tipikor yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah
jumlah perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan

tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.
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Tabel 22

Perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019

Perkara Jumlah perkara Tipikor yang Perkara yang diputus tepat
diselesaikan waktu

Analisis sebagai berikut:

Pada tabel diatas menunjukan perkara Tipikor yang diselesaikan pada tahun 2019
adalah sebanyak 34 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diputus tepat waktu adalah
sebanyak 34 perkara. Dengan demikian realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu pada
tahun 2019 adalah sebesar 100%, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 100%.
Dengan kata lain pencapaiannya sudah sesuai target yang ditentukan.

Berdasarkan tabel diatas, maka persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tepat

waktu pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu

2019 2018 2017 2016

100% 100% 100% 86.29% 87.48% 88.20%

Tambahan :

2. Persentase perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu

adalah sebagai berikut:
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Jumlah perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu x 100%
Jumlah perkara PHI yang diselesaikan J

Catatan:

Input adalah jumlah perkara PHI yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah
jumlah perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan
tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Tabel 24
Perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019

Perkara Jumlah perkara PHI yang Perkara yang diputus tepat
diselesaikan waktu

Analisis sebagai berikut:

Pada tabel diatas menunjukan perkara PHI yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah
sebanyak 16 perkara, sedangkan jumlah perkara yang diputus tepat waktu adalah sebanyak
16 perkara. Dengan demikian realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun
2019 adalah sebesar 100%, sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Dengan
kata lain pencapaiannya sudah sesuai target yang ditentukan.

Berdasarkan tabel diatas, maka persentase perkara PHI yang diselesaikan tepat
waktu pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 25

Persentase perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja Target  Realisasi Capaian
2019 2018 2017 2016
Persentase perkara PHI 100% 100% 100% 86.29% 87.48% 88.20%

yang diselesaikan tepat

waktu
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Sasaran 1
Indikator kinerja ke-5: Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Banding adalah sebagai berikut:

(Jmh perkara diputus yvang tidak mengajukan upaya hukum Banding x 100%
Jumlah perkara diputus

Catatan:

Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum
banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output
adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu

triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.
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Tabel 26

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

Perkara Jumlah Perkara | Jumlah Perkara | Jumlah Perkara Perkara yang
yang tidak yang tidak yang tidak Telah diputus

mengajukan mengajukan mengajukan PK
Banding Kasasi

R P S N R

Pidana Singkat

Pldana Anak

Pldana

Praperadilan

Perkara Lalu 5790 5790 5790 5790

Lintas
Perdata

[ | e e
Perdata
Permohonan
Perdata
Gugatan

Sederhana
PHI

Perlawanan/
Bantahan

TIPIKOR
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Tabel 27

Perkara yang mengajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Pidana Biasa 26 19 = 45 517
Pidana Singkat = = = = 3
Pidana Cepat - - - - 58
Pidana Anak - - - - 11
Pidana = = = = 6
Praperadilan

Perkara Lalu = = = = 5790
Lintas

Perdata 24 25 2 51 213
Gugatan

Perdata = = = = 99
Permohonan

Perdata - - - - 21
Gugatan

Sederhana

PHI - 6 < 16
Perlawanan/ = = = = 2
Bantahan

TIPIKOR 11 7 2 20 34
Jumlah 61 57 4 122 6.770
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Analisis:

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah seluruh perkara yang mengajukan upaya hukum
banding pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2019 sebanyak 61 perkara dan yang
tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 6.709 perkara dari jumlah perkara
yang diputus sebanyak 6.770 perkara. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang
ditargetkan 70% dapat mencapai 99.09%

Tabel 28

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2019

2018 2017 2016
Persentase perkara 70% 99.09% 141.55% 122.15% 119.57% 132.95%
yang tidak mengajukan

upaya hukum

Banding

Sasaran 1
Indikator kinerja ke-6: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Kasasi adalah sebagai berikut:

(Jmh perkara diputus yang tidak diajukan upaya hukum kasasi x 100% I

Pada tabel 26 dan tabel 27 terlihat bahwa jumlah seluruh perkara yang mengajukan upaya

Analisis:

hukum kasasi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2019 sebanyak 57 perkara dan
yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 6.713 perkara dari jumlah
perkara yang diputus sebanyak 6.770 perkara. Dengan demikian realisasi indikator kinerja

yang ditargetkan 70% dapat mencapai 99.15%
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Tabel 29

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Realisasi

Indikator Kinerja Target

Capaian

2019

2018 2017 2016
Persentase perkara 70% 99.15% 141.64% 122.15% 119.57% 132.95%
yang tidak mengajukan

upaya hukum

Kasasi

Sasaran 1
Indikator kinerja ke-7: Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali (PK)
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum PK adalah sebagai berikut:

(Jmh perkara diputus vang tidak diajukan upaya hukum PK x 100% |

Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum PK.

Catatan:

Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan . Output adalah jumlah perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput

dalam jangka waktu tahunan.

Analisis:

Pada tabel 26 dan tabel 27 terlihat bahwa jumlah seluruh perkara yang mengajukan upaya
hukum PK pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2019 sebanyak 4 perkara dan yang
tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebanyak 6.766 perkara dari jumlah perkara yang
diputus sebanyak 6.770 perkara. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang

ditargetkan 70% dapat mencapai 99.94%
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Tabel 30

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

Realisasi

Indikator Kinerja Target Capaian

2019 2018 2017 2016

Persentase perkara 70% 99.94% 142.77% 122.15% 119.57% 132.95%
yang tidak mengajukan
upaya hukum

PK

Sasaran 1
Indikator kinerja ke-8 : Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan

dengan diversi adalah sebagai berikut:

Jmh perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi x 100%

Jumlah perkara pidana anak

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan
pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan
terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah
berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga
melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak
didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun
atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif,

kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).
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Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya
kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai
dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 31
Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

Perkara pidana anak yang Jumlah

diselesaikan secara diversi perkara
[ EWEELEL

Analisis sebagai berikut:

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan
Negeri Palangka Raya adalah sebanyak 11 perkara, dan 7 (Tujuh) perkara anak yang
diselesaikan secara diversi. Dengan demikian realisasi indikator yang di targetkan 10%
dapat tercapai sebesar 63,63%.

Tabel 32
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

10% 63,63% 636.3%  41.6% - =

Sasaran 1
Indikator Kinerja ke-9: Indeks responden pencari keadilan
Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat
atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Pengukuran Indeks Responden
Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Peraturan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
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2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan,
baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil
pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki
oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan
dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar

pelayanan.
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9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan
masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
Tabel 33

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2019 2018 2017 2016
80 85.15 106.43 82.01 70.85 =

Analisis sebagai berikut:

Target yang ditetapkan dalam Indikator ini adalah sebesar 80 (delapan Puluh).
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tahun 2019 adalah sebesar 85,15. Hal ini berarti
bahwa indikator ini melebihi target yang diharapkan. Dengan kata lain Pengadilan Negeri

Palangka Raya terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari

keadilan.

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran peningkatan efektivitas pengelolan penyelesaian perkara terdiri atas 5 (lima)
Indikator Kinerja yaitu :
1. Salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
2. Salinan Putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu;
3. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
4. Berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu;
5. Putusan Perkara putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara

online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.
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Adapun pencapaian target kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2019 pada

sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 34

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1. Peningkatan
Efektivitas
Pengelolaan
Penyelesaian
Perkara

Persentase Salinan Putusan
Perkara Perdata  yang
dikirim kepada Para Pihak
tepat waktu

80

100

125

Persentase Salinan Putusan
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat
Waktu

80

100

125

Persentase Perkara vyang
Diselesaikan Melalui
Mediasi

10

4.2

42

Persentase Berkas Perkara
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK vyang
Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu

90

100

111

Persentase Putusan Perkara
yang Menarik Perhatian
Masyarakat yang Dapat
Diakses  Secara  Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus

80

100

125

[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA]

Page 61




LKjIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2019

Sasaran 2
Indikator ke-1 : Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para
pihak tepat waktu
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim kepada

para pihak tepat waktu adalah sebagai berikut:

Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu x100%
Jumlah perkara perdata yang diputus

Catatan:

Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung
No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan

Petikan Putusan

Tabel 35
Perbandingan salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat

waktu dengan jumlah putusan

213 213

99 99
21 21
2 2
335 335
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Analisis sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah salinan putusan perkara
perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 335 perkara dari
jumlah perkara perdata yang diputus sebanyak 335 perkara. Dengan demikian realisasi
indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 80% dapat tercapai 100%.

Tabel 36

Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

2019

2018 2017 2016
Persentase salinan putusan 80% 100% 125% 116.18% 112.61% -
perkara perdata yang
diterima oleh para pihak

tepat waktu

Sasaran 2
Indikator ke-1 : Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak
tepat waktu
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim kepada

para pihak tepat waktu adalah sebagai berikut:

Jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu x100%
Jumlah perkara pidana yang diputus

Catatan :
Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung
No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan

Petikan Putusan. Salinan Putusan perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak.
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Tabel 37
Perbandingan salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

dengan jumlah putusan

Analisis sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah salinan putusan perkara
pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 595 perkara dari jumlah
perkara pidana yang diputus sebanyak 595 perkara. Dengan demikian realisasi indikator
kinerja yang ditargetkan sebesar 80% dapat tercapai 100%.

Tabel 38

Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

2019 2018 2017 2016

Persentase salinan putusan 80% 100% 125%  116.18% 112.61% -
perkara pidana yang
diterima oleh para pihak

tepat waktu
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Tambahan:
1. Persentase salinan putusan perkara Tipikor yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim kepada

para pihak tepat waktu adalah sebagai berikut:

Jumlah salinan putusan perkara Tipikor yang dikirim kepada para pihak tepat waktu x100%
Jumlah perkara Tipikor yang diputus

Tabel 39
Perbandingan salinan putusan perkara Tipikor yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

dengan jumlah putusan

Analisis sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah salinan putusan perkara
Tipikor yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 34 perkara dari jumlah
perkara Tipikor yang diputus sebanyak 34 perkara. Dengan demikian realisasi indikator
kinerja yang ditargetkan sebesar 80% dapat tercapai 100%.

Tabel 40

Persentase salinan putusan perkara Tipikor yang diterima oleh para pihak tepat waktu

2019

2018 2017 2016
Persentase salinan putusan 80% 100% 125%  116.18% 112.61% -
perkara Tipikor yang
diterima oleh para pihak

tepat waktu
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Tambahan:
2. Persentase salinan putusan perkara PHI yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim kepada

para pihak tepat waktu adalah sebagai berikut:

Jumlah salinan putusan perkara PHI yang dikirim kepada para pihak tepat waktu x100% J

Jumlah perkara Tipikor yang diputus

Tabel 41
Perbandingan salinan putusan perkara PHI yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

dengan jumlah putusan

Analisis sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah salinan putusan perkara PHI
yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 16 perkara dari jumlah perkara
PHI yang diputus sebanyak 16 perkara. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang
ditargetkan sebesar 80% dapat tercapai 100%.

Tabel 42

Persentase salinan putusan perkara PHI yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

2019

2016

2018 2017
Persentase salinan putusan  80% 100% 125%  116.18% 112.61% -
perkara PHI yang dikirim
kepada para pihak tepat

waktu
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Sasaran 2
Indikator ke-3 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Untuk mengukur realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi adalah sebagai berikut:

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi x 100%

Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi
Catatan:

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tabel 43

Perbandingan Perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan perkara yang
dilakukan Mediasi

1 4 94

Analisis sebagai berikut:

Untuk indikator persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi
ditetapkan target 10%. Pada tahun 2019 perkara perdata yang masuk sebanyak 334
perkara yang terdiri dari: 214 perkara perdata gugatan, 100 perkara perdata permohonan,
16 perkara gugatan sederhana dan 2 perkara perlawanan/ bantahan. Namun tidak semua
perkara perdata dilakukan mediasi. Dari jumlah perkara perdata tersebut yang dilakukan
mediasi sebanyak 94 perkara, dan ada 4 perkara yang berhasil dilakukan mediasi. Sehingga
untuk tahun 2019 realisasi kinerja pada indikator presentase perkara yang dilakukan melalui
mediasi yang ditargetkan adalah sebesar 10%, hanya mencapai 4,2%. Adapun 4 (empat)

perkara yang berhasil dilakukan mediasi yaitu sebagai berikut:
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No.

Tabel 44

Perkara yang berhasil dilakukan melalui Mediasi

Nomor Perkara

No.64/Pdt.G/2019/P
N Plk

(Berhasil
akta perdamaian)

dengan

Para Pihak

Jeffer
Lawan
Anastascha Kartadinata

Majelis Hakim

Zulkifli, S.H., M.H.
Etri
Widayati,S.H.,MH.
Evelyne Napitupulu,
S.H., M.H.

No.123/Pdt.G/
2019/PN Plk
(Berhasil

akta perdamaian)

dengan

Tara

Lawan
Sabarani
Maria Loise
Darung Bawan
H. Jumansyah llya
Mimie Nuryanie
Edie Permadi

Nou bk wbhNe

Setiawan

Zulkifli, S.H.,M.H.
Jimmy Ray le, S.H.,
M.H.

Evelyne Napitupulu,
SH.,MH.

No.179/Pdt.G/2019/
PN Plk

Endang Harianto
Lawan
Pimpinan dan Manajemen

Evelyne Napitupulu,
SH.,MH.
Jimmi Ray IE, SH.

(Berhasil dengan Hotel Bahalap Dian Kurniawati,
akta pencabutan) SH.,MH.
No.185/Pdt.G/2019/ Lie Mei Sien Etri Widayati,
PN Plk Lawan S.H.,M.H.

(Berhasil dengan Ivan Tjahjadi Irfanul Hakim, S.H.
akta perdamaian) Maria Rina

Sulistyawati, S.H.,
M.Hum.
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Tabel 45
Persentase perkara yang dilakukan melalui mediasi

Realisasi

Indikator Kinerja Target Capaian

2019

2018 2017 2016
Persentase perkara yang 10% 4.2% 42% 37% 69.30% -

dilakukan melalui mediasi

Sasaran 2
Indikator ke-4 : Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu
Untuk mengukur realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan
banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebagai berikut:
Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secar

lengkap dan tepat waktu x 100%

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK

Tabel 46
Perbandingan berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan

secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding,

Kasasi dan PK

Pidana 45 45
Biasa

Perdata 51 51
Gugatan

Tipikor 20 20
PHI 6 6
JUMLAH 122 122

[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA] Page 69



LKjIP PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2019

Analisis sebagai berikut:

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu selama tahun 2019,
baik perkara Pidana, Perdata, Tipikor maupun PHI yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi
Palangka Raya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebanyak 122 perkara
dari 122 perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK. Dengan demikian realisasi yang
ditargetkan sebesar 90% dapat tercapai 100%.

Tabel 47

Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat

waktu

Indikator Kinerja Target  Realisasi Capaian
2019 2018 2017 2016

Persentase berkas 90% 100% 111% 109.31% 106.31%! 92.30%
perkara yang diajukan
banding, Kasasi dan PK
secara lengkap dan tepat
waktu

Sasaran 2

Indikator ke-5 : Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus

Untuk mengukur realisasi indicator persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus
adalah sebagai berikut:

Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masarakat yang dapat diakses secara
online dalam 1 hari setelah diputus x 100%
Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat
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Tabel 48
Perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus dengan jumlah perkara

yang menarik perhatian

2 perkara 2 perkara

Analisis sebagai berikut:

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus berjumlah
2 perkara dari jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat sebanyak 2 perkara.
Dengan demikian indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus yang
ditargetkan sebesar 80%, tercapai sebesar 100%.

Tabel 49
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus

2019 2018 2017 2016

80%

100% 125%  22.73% - =
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Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 50

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
1. Meningkatnya Persentase Perkara Prodeo 100 0 0
Akses Peradilan | yang Diselesaikan
bagi  Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan
2. Persentase Perkara vyang 0 0 0
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan
3. Persentase Pencari Keadilan 100 100 100

Golongan Tertentu

yang
Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)

Dalam sasaran Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;

2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan;

3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum

(Posbakum).
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Sasaran 3

Indikator kinerja ke-1 : Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah
sebagai berikut:

Perkara prodeo yang diselesaikan x 100%
Jumlah perkara prodeo

Catatan;

Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat
tidak Mampu di Pengadilan
Tabel 51

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019

2019

2018 2017 2016

100%

0% 0% 0% 0%

Target yang telah ditetapkan pada persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah
sebesar 100%. Namun target tersebut tidak dapat terpenuhi. Adapun yang menjadi
penyebab tidak terealisasinya perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
adalah dikarenakan tidak adanya anggaran pada DIPA 2019 Pengadilan Negeri Palangka
Raya.

Sasaran 3

Indikator kinerja ke-2 : Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding dan disampaikan

secara lengkap adalah sebagai berikut:

Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan x 100%

Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
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Catatan:
e Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi
Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan.
e Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor
pengadilan (zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).
Tabel 52
Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2019 2018 2017 2016

Persentase  perkara  yang

diselesaikan di luar Gedung 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Pengadilan

Analisis:
Pada tahun 2019 tidak ada perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan Negeri
Palangka Raya.
Sasaran 3
Indikator Kinerja ke 3 : Persentase pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Ukuran realisasi indikator kinerja Persentase pencari keadilan golongan Tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)adalah sebagai berikut:

Jumlah pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum x 100%

Jumlah pencari keadilan golongan Tertentu

Catatan;

e Perma No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat
tidak Mampu di Pengadilan.

¢ Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).
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Tabel 53
Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan

Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu

60 orang 60orang

Analisis:

Sepanjang tahun 2019 jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang datang ke
Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebanyak 60 orang, dan semuanya mendapat
layanan bantuan hukum. Dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target yang
telah ditentukan yaitu 100%.

Adapun jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum pada
Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 54
Perbandingan Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran untuk Pos Bantuan Hukum

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya

Rp. 48.000.000 Rp. 48.000.000 100%

Tabel 55

Persentase pencari keadilan golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

2019 2018 2017 2016

Persentase pencari keadilan
golongan Tertentu vyang
mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

100%

100% 100% 100%  100%  N/A
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Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 56

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
1. Meningkatnya Persentase Putusan Perkara 80 100 125
Kepatuhan Perdata yang  Ditindak

terhadap Putusan | lanjuti (Dieksekusi)

Pengadilan

Sasaran Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan menggunakan
indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (diekseskusi).
Untuk mengukur realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang

ditindaklanjuti (diekseskusi) adalah sebagai berikut:

Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) x 100%
Jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)

Catatan:
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
Tabel 57

Perbandingan Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan

jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti

(dieksekusi)
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Sepanjang tahun 2019 putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
adalah sebanyak 13 perkara, sedangkan jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan
dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) ke Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah
sebanyak 13 perkara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target indikator
persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) yang ditetapkan
sebesar 80% terealisasi sebesar 100%.

Tabel 58

Persentase Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja Target | Realisasi

2019 2018 2017 2016

80%

100% 125% 116.13% 116.5% N/A

A.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah yang

terdapat dalam dokumen RENSTRA 2015-2019

Berdasarkan dokumen Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung
Republik Indonesia sebagai Rencana Jangka Panjang dan dokumen Rencana Strategis
Mahkamah Agung Rl tahun 2015-2019 sebagai Rencana Jangka Menengah maka
Pengadilan Negeri Palangka Raya juga telah menyusun Rencana Strategis 2015-2019
(Renstra) dengan melakukan reviu atas Misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin
dicapai. Oleh sebab itu maka indikator-indikator Kinerja yang ingin dicapai untuk
mewujudkan sasaran strategis, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan tersebut
juga harus direviu agar selaras. Dalam Renstra 2015-2019 Pengadilan Negeri Palangka
Raya telah dituangkan indikator-indikator baru yang disesuaikan dengan target jangka
menengah. Adapun pencapaian kinerja 2019 jika diukur menggunakan indikator dalam
Renstra 2015-2019 yang memuat target jangka menengah dapat diuraikan sebagai

berikut :
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Tabel 59

Perbandingan antara Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan

Strategis Organisasi dengan Realisasi Kinerja tahun 2019

No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Jangka | Realisasi Kinerja
Menengah tahun 2019
.| Terwujudnya Persentase Sisa Perkara 100 100
Proses  Peradilan | Perdata yang Diselesaikan
yang Pasti,
Transparan, dan
Akuntabel
2. Persentase Sisa Perkara 100 100
Pidana yang Diselesaikan
3. Persentase Perkara Perdata 100 100
yang Diselesaikan Tepat
Waktu
4, Persentase perkara pidana 100 100
yang diselesaikan tepat
waktu
5. Persentase Perkara vyang 70 99.09
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding
6. Persentase Perkara Yang 70 99.15
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi
7. Persentase perkara vyang 70 99.94
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Peninjauan Kembali
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8. Persentase Perkara Pidana 10 63.63
Anak vyang Diselesaikan
dengan Diversi
9. Index Kepuasan Pencari 80 85.15
Keadilan
10. | Peningkatan Persentase Salinan Putusan 80 100
Efektivitas Perkara Perdata  yang
Pengelolaan dikirim kepada Para Pihak
Penyelesaian tepat waktu
Perkara
11. Persentase Salinan Putusan 80 100
Perkara Pidana yang dikirim
kepada Para Pihak Tepat
Waktu
12. Persentase Perkara vyang 10 4.2
Diselesaikan Melalui
Mediasi
13. Persentase Berkas Perkara 90 100
yang Dimohonkan Banding,
Kasasi, dan PK vyang
Diajukan Secara Lengkap
dan Tepat Waktu
14. Persentase Putusan Perkara 80 100
yang Menarik Perhatian
Masyarakat vyang Dapat
Diakses  Secara  Online
dalam Waktu 1 Hari Setelah
Putus
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15. | Meningkatnya Persentase Perkara Prodeo 100 0
Akses Peradilan | yang Diselesaikan
bagi  Masyarakat
Miskin dan
Terpinggirkan
16. Persentase Perkara vyang 0 0
Diselesaikan di Luar Gedung
Pengadilan
17. Persentase Pencari Keadilan 100 100
Golongan Tertentu vyang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
18. | Meningkatnya Persentase Putusan Perkara 80 100
Kepatuhan Perdata yang  Ditindak
terhadap Putusan | lanjuti (Dieksekusi)
Pengadilan
Analisis:

Dari pencapaian realisasi kinerja tahun 2019 dengan dibandingkan pada target kinerja di

akhir Rencana Program jangka Menengah yang berakhir pada tahun 2019 nampak bahwa

pencapaian Pengadilan Negeri Palangka Raya cukup memuaskan, dan optimis pada tahun

2019 semua indikator kinerja yang ditetapkan akan dapat dilaksanakan dan memenuhi

semua target yang telah ditetapkan.
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A.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tahun 2019 ini dapat

dikatakan telah memberikan hasil yang optimal menyesuaikan dengan Sumber Daya

Manusia dan Anggaran yang ada di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Dimana rata-rata

setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan melampaui

target. Meski demikian masih ada beberapa aspek yang belum dapat dilaksanakan
secara maksimal. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah :

1. Tertib administrasi perkara yang tidak dapat dilakukan tepat waktu mengingat SDM
yang ada masih dirasa kurang. Para Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti dan
Jurusita) merangkap menjadi staf pada Kepaniteraan baik Pidana, Perdata, Hukum,
Tipikor maupun PHI. Sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan
tepat waktu.

2. Admnistrasi Perkantoran yang juga tidak dapat dilakukan dengan tertib dan tepat
waktu, disebabkan Bidang kesekretariatan kekurangan staf.

A.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh suatu Organisasi tentunya menggunakan
sumber daya baik berupa Sumber daya Dana maupun Sumber Daya Manusia. Pada
tahun 2019, Pengadilan Negeri Palangka Raya mendapat anggaran belanja untuk DIPA

01 sebesar Rp. 10449.331.000 ( Sepuluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu

Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) dan DIPA 03 sebesar Rp. 325.335.000- ( Tiga Ratus Dua

Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Efisiensi atas penggunaan SDM pada Pengadilan Negeri Palangka Raya juga sudah
dilaksanakan sebaik mungkin, yakni dengan diperbantukannya tenaga Fungsional
(panitera pengganti dan jurusita) pada Kepaniteraan baik Pidana, Perdata, Hukum,
Tipikor maupun PHI untuk membantu penyelenggaraan administrasi peradilan, yang
mana tugas tambahan tersebut dituangkan dalam SK KPN tentang Job Description

masing-masing pegawai.
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A.5.

Demikian juga dengan Kesekretariatan yang terdiri atas 3 sub bagian yang
dikepalai oleh Kepala sub bagian memiliki staf yang minim. Namun ditengah
keterbatasan jumlah SDM tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya tetap
berkomitmen dan berusaha maksimal untuk menjalankan tugas dan kewajibannya

dengan sebaik mungkin, serta terus meningkatkan kinerjanya.

Analisis atas program/kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja

Program kerja Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 2019 telah disusun
dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Dalam program kerja
tersebut sudah tertuang kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri
Palangka Raya baik kegiatan utama/prioritas maupun kegiatan pendukung. Keberhasilan
dalam pelaksanaan program kerja yang utama adalah karena adanya komitmen dari
setiap unsur yang terlibat di organisasi Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk
melakukan reformasi birokrasi dan menyelenggarakan pelayanan prima. Adapun untuk
pencapaian pada tahun 2019 ini diperoleh dengan kerja keras semua SDM yang terlibat
dan supervisi dari unsur pimpinan yang diwujudkan dengan diadakannya rapat bulanan,
maupun briefing bagi tenaga teknis fungsional maupun pejabat kesekretariatan. Selain
itu adanya supervisi Pengadilan Tinggi yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pimpinan
memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, disamping
dilakukannya Pengawasan dan Evaluasi oleh Pimpinan sesuai Petunjuk Bindalmin pada
Buku Il dan Buku IV. Demikian juga dengan adanya pengawasan dari Hakim Pengawas
Bidang yang laporannya diserahkan melalui Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya
seharusnya laporan tersebut dapat dijadikan feedback (umpan balik) dalam mengambil

kebijakan untuk perbaikan kinerja masing-masing bagian.
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Program-program yang direalisasikan melalui kegiatan terdapat dalam 2 (dua)
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun
2019, terdiri dari DIPA Dirjen Badan Peradilan Umum dan DIPA Badan Urusan

Administrasi sebagaimana berikut :

Tabel 60

Perbandingan antara Pagu dan Realisasi Anggaran 2019

Program Peningkatan 325335000 3205562.500;- 98,53%

Manajemen Peradilan Umum

(DIPA Dirjen Badan Peradilan

Umum)

Program Dukungan ManajemenDan ~ 10.371.331.000-  10.260.358420,- 98,58%
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung (DIPA BUA)

Program Peningkatan Sarana dan 78.000.000,- 77.747.000,- 99,68%
Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung (DIPABUA)

10.774666.000-  10.658.667.920,- 98,93%

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya
Dengan Pagu anggaran Rp. 10.371.331.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh
Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) terealisasi sebesar
Rp.10.260.358.420,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima
Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) atau mencapai realisasi

98,58%. Program ini dilaksanakan bertujuan mewujudkan tersedianya dukungan
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manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan dengan
memaksimalkan dana layanan perkantoran. Program ini hampir mencapai
sasarannya yaitu terlaksananya penyediaan sarana prasarana, organisasi dan

administrasi, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Dengan pagu anggaran Rp. 78.000.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah)
Terealisasi sebesar Rp 77.747.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh
Tujuh Ribu Rupiah) atau mencapai 99,68%. Program ini dapat dikategorikan sudah
mencapai sasaran sesuai target, yang bertujuan meningkatkan penyediaan fasilitas
sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan.

Perbandingan realisasi DIPA yang terserap selama 2 (dua) tahun berjalan

yaitu :

11.339.307.000 11.214.936.046

10.449.331.000 10.338.105.420 9894

Dari uraian tabel di atas, terlihat bahwa perbandingan terserapnya DIPA dari
tahun ke tahun mengalami kenaikan yang mana realisasi tahun 2018 sebesar 98.90%

dan tahun 2019 sebesar 98.94%.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

DIPA Badan Peradilan Umum memiliki Pagu anggaran sebesar Rp. 325.335.000,-
(Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Pagu
anggaran tersebut telah mengalami revisi sebanyak 5 kali agar anggaran dapat
terserap sesuai dengan kebutuhan satker dan terealisasi sebesar Rp.320.562.500,-
(Tiga Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau

mencapai 98,53%.
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Perbandingan realisasi DIPA yang terserap selama 2 (dua) tahun berjalan yaitu :

492.933.000 331.434.060

325.335.000 320.562.500 98,53

Dari uraian tabel di atas, terlihat bahwa perbandingan terserapnya DIPA dari tahun ke
tahun mengalami kenaikan yang mana realisasi tahun 2018 sebesar 67,24% dan tahun

2019 sebesar 98,53%.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2019
menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis. Berbagai
capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU),
maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Capaian kinerja Pengadilan
Negeri Palangka Raya tahun 2019 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik,
dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang
menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan peradilan tersebut
belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan
terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efaktif, efisen dan
bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan
perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Palangka Raya.
Bagi Pengadilan Negeri Palangka Raya, LKjIP tahun 2019 diharapkan dapat menjadi salah
satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi pada masa-masa

mendatang.

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna dan tuntas tentang LKjIP kepada
jajaran lembaga peradilan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran
sebagaimana mestinya.

2. Adanya penghargaan kepada satuan kerja dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) terbaik. Sehingga memicu satuan kerja lainnya untuk membuat

LKjIP yang lebih baik lagi.
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LAMPIRAN

PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH SATKER

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan nilai A Excellent

[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA] Page 87



